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KORUPSI v’

Perkara Subsidi
Depdiknas Dilimpahkan

SETELAH memeriksa 38 orang saksi, Penyidik

-Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulteng akhirnya

melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi dana
bantuan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdiknas RI tahun 2008. Berkas perkara tersebut
dilimpahkan penyidik kepada jaksa penuntut umum,
Selasa (20/9). Hal itu disampaikan Direktur Reskrimsus
Polda Sulteng, Kombes Pol Taufiq Triatmojo melalui
Kasubdit Tipikor, AKBP Novia Jaya.

Setelah dilimpahkannya berkas perkara Nomor : BP/
08/IX/2011 dengan tersangka Arham, penyidik tinggal
menunggu hasil penelitian berkas oleh jaksa penuntut
dari Kejati Sulteng. “Kita nanti tinggal menunggu, apakah
berkas perkara dinyatakan lengkap, ataukah dipulangkan
dengan petunjuk dari jaksa untuk kami lengkapi kembali,”
kata Novia Jaya. .

Kasubdit Tipikor juga memastikan, bahwa hanya
Arham, selaku tim koordinasi perencana dan pengawas
(Renwas), yang dijadikan tersangka, dan belum mengarah
ke pihak-pihak lain termasuk 38 saksi yang diperiksa,
yang salah satunya merupakan staf Depdiknas RI, Negus
Siregar.

Tersangka Arham, yang juga salah seorang guru SMK
di Kabupaten Banggai itu, diduga telah melakukan tindak
pidana korupsi, dengan cara memotong dana subsidi dari
Depdiknas tersebut sebesar 20 persen dari besarnya dana
bantuan, yang diberikan kepada 23 SD/Mis di Kecamatan
Bungku Utara dan 5 SD/Mis di Kecamatan Mamosalato
Kabupaten Morowali. Total pemotongan yang dilakukan
tersangka sebanyak Rp830 jutaan, sementara Jumlah
pemotongan sesuai juknis hanya sekitar Rp230 jutaan,
sehingga terjadi kelebihan pemotongan sebanyak Rp590
jutaan. Selain itu tersangka juga melakukan penarikan
pajak kepada kepala sekolah yang melebihi jumlah yang
sebenarnya dibayarkan. Jumlah dana untuk pembayaran
pajak yang ditarik dari 28 sekolah seharusnya berjumlah
Rp200 jutaan, namun jumlah pajak yang dibayarkan
Rp78 juta, sehingga tejadi kelebihan pajak yang dipungut
tersangka senilai Rp122 juta. Total jumlah kelebihan
pemotongan yang dilakukan tersangka selaku tim renwas
senilai Rp700 jutaan, sehingga inilah yang dijadikan
penyidik sebagai kerugian negara.

Tim renwas sendiri ketika itu juga melakukan verifikasi -
di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan
Mamosalato, dan 30 SD/Mis ke Depdiknas, namun
ditetapkan Depdiknas hanya 23 SD/Mis di Kecamatan
Bungku Utara dan 5 SD/Mis di Kecamatan Mamosalato
Kabupaten Morowali.Bahwa dana bantuan tersebut tiap
paketnya senilai Rp65 juta dan untuk Kecamatan Bungku
Utara Kabupaten Morowali ada 22 sekolah yang
menerima 2 paket (Rp130juta), 1 sekolah menerima lima
paket (Rp325 juta). Sementara Kecamatan Mamosalato
3 sekolah menerima 2 paket, dan dua sekolah menerima
tiga paket. Dana bantuan dari Dirjen Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI ini,
merupakan dana dalam bentuk subsidi sarana dan
prasarana pendidikan bagi daerah yang terkena bencana
alam atau kerusuhan. Akibat perbuatannya tersangka
dijerat pasal 3, pasal 12 huruf'e, pasal 18 UU Nomor 31
tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dan diubah
dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi.(agg).










